ABSTRAK

Skripsi dengan judul “DIGITAL EVIDENCE DALAM PERKARA
PERCERAIAN : SINKRONISASI UU ITE DENGAN HUKUM ACARA
PERDATA ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)” ini ditulis oleh Dahayu
Adyatma Maheswari, NIM. 1860102222182. Dengan pembimbing Dr. Abd. Khoir

Wattimena, M.H.
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Perdata

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam
sistem pembuktian hukum di Indonesia, khususnya dengan munculnya digital
evidence atau bukti elektronik yang semakin sering digunakan dalam perkara
perceraian. Bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp, rekaman suara, dan
tangkapan layar menjadi sarana penting dalam mengungkap konflik rumah tangga.
Namun demikian, penggunaan bukti digital menimbulkan permasalahan terkait
kedudukan dan kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara perdata yang pada
dasarnya masih berorientasi pada alat bukti konvensional. Oleh karena itu,
diperlukan sinkronisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) dengan hukum acara perdata di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan dan
kekuatan pembuktian digital evidence dalam perkara perceraian; (2) bagaimana
penerapan digital evidence di Pengadilan Agama Surabaya; dan (3) bagaimana

sinkronisasi antara UU ITE dengan hukum acara perdata.
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Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.
Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan,

kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital evidence telah diakui sebagai alat bukti
yang sah berdasarkan UU ITE dan digunakan dalam praktik peradilan sebagai alat
bukti pendukung. Kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim serta
harus memenuhi prinsip keaslian dan keutuhan. Dalam praktik di Pengadilan
Agama Surabaya, bukti digital telah digunakan dalam perkara perceraian, meskipun

belum terdapat standar penilaian yang seragam.

Kesimpulannya, digital evidence merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dalam
hukum acara perdata dan telah memiliki dasar hukum melalui UU ITE. Namun
demikian, masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif untuk

menjamin kepastian hukum dalam penggunaannya.
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ABSTRACT

The thesis entitled “Digital Evidence in Divorce Cases: Synchronization of the ITE
Law with Civil Procedural Law (4 Case Study at the Religious Court of Surabaya)”
is written by Dahayu Adyatma Maheswari, Student ID Number 1860102222182,

under the supervision of Dr. Abd. Khoir Wattimena, M.H.

Keywords: Digital Evidence; Divorce; ITE Law; Evidence; Civil Procedure Law

The development of information technology has significantly influenced the legal
evidentiary system in Indonesia, particularly through the emergence of digital
evidence, which is increasingly used in divorce cases. Electronic evidence such as
WhatsApp conversations, audio recordings, and screenshots plays an important role
in revealing domestic conflicts. However, the use of digital evidence raises issues
regarding its legal status and evidentiary strength within civil procedural law, which
is still oriented toward conventional forms of evidence. Therefore, synchronization
between the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and civil

procedural law in Indonesia is necessary.

The research problems are: (1) the legal status and evidentiary strength of digital
evidence in divorce cases; (2) the application of digital evidence in the Religious
Court of Surabaya; and (3) the synchronization between the ITE Law and civil

procedural law.

This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data
were collected through interviews, document analysis, and literature study, and

analyzed descriptively.
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The results show that digital evidence is recognized as valid evidence under the ITE
Law and is used in judicial practice as supporting evidence. Its evidentiary value
depends on judicial assessment and must fulfill the principles of authenticity and
integrity. In practice, digital evidence has been applied in divorce cases at the

Religious Court of Surabaya, although no uniform standard of assessment exists.

In conclusion, digital evidence constitutes an extension of written evidence in civil
procedural law and has a legal basis under the ITE Law. However, more

comprehensive regulation is needed to ensure legal certainty in its application.
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